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ABSTRACT

The market is a place that has social, economic, cultural, political and other
elements. North Hulu Sungai Regency Regulation Number 17 of 2013 regulates Market
Protection, Market Arrangement, and Market Empowerment. Related to this, there are
problems that exist in the management of the Amuntai Main Market including making the
market yard as a place to trade, the unavailability of fire extinguishers and safety routes, and
the lack of stalls for traders so that many traders sell in places that are not supposed to be
like under stairs and in street hallway. The purpose of this research is to describe and
analyze the Implementation of Market Management Policy (Amuntai Main Market Case
Study) so that at any time it can be used as material for making revisions.

This study uses a qualitative approach. The source of the data in this study was taken
through random withdrawal purposive sampling totaling 11 people. The data collection
techniques used are interviews, observation and documentation. The analytical techniques
used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Implementation of Market Management Policy (Amuntai Main Market Case Study)
can be concluded from the four variables, namely Communication, Resources, Implementer's
Disposition or Attitude, and Bureaucratic Structure, there are two variables that are still
weak, namely the Communication and Resources variable. In the Communication variable,
the distribution of communication carried out by the UPT Pasar Service is still weak due to
very minimal socialization, even in the last 2 years the service has only conducted 2
socializations, and the working hours are still inconsistent. The resource variable is also still
weak because there are still no staff who serve as PPNS which is the task of PPNS which is
very important for the implementation of regional regulations, even though they have
collaborated with the Satpol PP but this collaboration is only carried out when there is a
cleanliness assessment and competition. like the Adipura trophy. Furthermore, market
facilities are also still weak because there are still many roofs with holes, waterways that are
clogged due to garbage so that all of this causes flooding in the Amuntai main market when
heavy rains fall. Factors Affecting Market Management Policy Implementation (Amuntai
Main Market Case Study) namely: First, the lack of socialization to traders which causes
ignorance of the community and traders so that it occurs miss communication. The two
facilities are still minimal, such as the absence of fire extinguishers, no evacuation routes and



frequent flooding when heavy rains fall. Third, there is a lack of awareness of traders
regarding the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 17 of 2013.

To improve the Implementation of Market Management Policies (Case Study of
Amuntai Main Market), it is suggested to the Head of UPT Pasar as the manager of the main
market. First, to instruct employees to make direct contact with traders, Second, it is
suggested to the Head of UPT Pasar to ask the local government to immediately fix the
facilities of the Amuntai Main Market so that buying and selling transactions run more
smoothly and are not flooded when heavy rains fall. Third, it is suggested to the traders and
visitors of the Amuntai Main Market to always comply with the existing regulations, not to
litter and maintain cleanliness and order for mutual comfort.
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PENDAHULUAN

Salah satu faktor penopang ekonomi suatu bangsa adalah partisipasi atau kegiatan
ekonomi dari rakyat. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan
suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan
sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan
pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh
kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang terasa cepat.

Untuk pengaturan tentang pengelolaan pasar mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara pada BAB | menjelaskan tentang Ketentuan Umum. BAB 11
menjelaskan tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengelolaan Daerah. BAB IlI
menjelaskan tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Daerah. BAB 1V
menjelaskan tentang Penataan Pasar Daerah. BAB V menjelaskan tentang Pemanfaatan Pasar
Daerah. BAB VI menjelaskan tentang Kewajiban dan Larangan. BAB VII menjelaskan
tentang Ketentuan Sanksi. BAB VIII menjelaskan tentang Pembinaan dan Pengawasan. BAB
IX menjelaskan tentang Ketentuan Pengalihan. BAB X menjelaskan tentang Ketentuan
Penutup.

Fenomena masalah atau kasus yang terjadi di Pasar Induk Amuntai di antaranya,
Melakukan Perdagangan di halaman Pasar Induk Amuntai yang mana terindikasi melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Halaman pasar adalah bagian
pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang”. Tidak
tersedianya sarana pemadam kebakaran dan jalur evakuasi atau keselamatan seperti yang
tertera pada BAB 11l Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Daerah Pasal
9 Huruf C. Kurangnya lapak untuk para pedagang sehingga banyak pedagang yang berjualan
ditempat yang tidak seharusnya seperti di bawah tangga dan di lorong jalan yang
mengakibatkan terganggunya proses para pembeli maupun para pedagang, untuk lapak
sendiri sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah tetapi lapak atau toko tersebut telah
disewa oleh pedagang yang lain, tapi yang menjadi permasalahan disini ialah para pedagang
tersebut tidak berjualan lagi sehingga toko atau lapak yang ditempatinya menjadi kosong dan
tidak terpakai dan ini menjadi sebab banyaknya PKL yang berjualan ditempat yang tidak
seharusnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu
“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara)”






TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992), “Public Policy is whatever the government choose to
do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk
melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan”
pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan
kebijakan publik yang ada tujuannya. Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan
bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh
pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama
harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang
besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana
dalam menetapkan suatu kebijakan.

Teori Implementasi

Menurut Edwards, implemantasi diartikan sebagai tahapan dalam proses
kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau
konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). Aktivitas implementasi
menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan
pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor Kkritis yang
memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan, “Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?”” dan
“Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan menemukan
empat variabel tersebut setelah mengkaji beberapa pendekatan yang dilakukan penulis lain.
Keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana,
dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi
satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Konsep Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 19
yaitu: Pengelolaan pasar adalah Pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah
Daerah atau BUMD vyang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun
pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi
perlindungan, penataan, dan pemberdayaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Karangan Peter Salim Dan Yenny Salim (2002)
berarti memipin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju
dan sebagiannya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Menurut Soekamto,
Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan,
pengawasan penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan”. Menurut Moekijat
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk,
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan". Menurut hamalik “pengertian Pengelolaan
adalah suatu proses untuk menggerakan, mengorganisasikan dan mengeralhkan usaha
manusia untuk mencapai tujuannya".

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakarn sutau kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi
manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara
efektif dan efesien.



METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada Dinas UPT Pasar Induk Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana
dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam
mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.
Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. ( Burhan
Bungin, 2010). Mengingat banyaknya jumlah informan yang ada maka teknik yang
digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu menentukan langsung orang-orang yang
akan menjadi informan.

Teknik Pengumpulan Data

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu penelitian deskriptif
kualitatif, dimana penulis ingin mencoba menggambarkan atau menuliskan sesuai dengan
kenyataan, keadaan objek yang diteliti pada saat penelitian dilakukan pada fakta-fakta yang
ada dilapangan, yakni diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat sumber informasi, apa
adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya kemudian dianalisis pula dengan kata-kata
apa yang melatarbelakangi informan berprilaku. Minimal ada tiga hal yang digambarkan
dalam penelitian kualitatif yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang
terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian
berlangsung. Menurut Anggara (2015:21) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang
menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian
tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran
penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang
ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting
(kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada
observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:245) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
Berdasrkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi
secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau
ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan
secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis dapat diterima, maka
hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi
selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menulusur tema, membuat gugus-gugus,
membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus
sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis
sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan
lapangan yang bias, jadi jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan
pekerjaannya.

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan



tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk
menempatkan selinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-
makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya
yakni yang merupakan validitasnya.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik
tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari
program, keproyek dan kekegiatan.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan atau didindetifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Impementasi merupakan
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan
mendpatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi berarti berusaha untuk memeriksa
bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan apakah sudah sesuai dengan apa yang
ada di dalam Peraturan Daerah/kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah. Melihat pada
kondisi dilapangan memang perlu banyak pembenahan khususnya dalam pengelolaan di
pasar Induk Amuntai.

Tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar Induk Amuntai sesuai dengan isi Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 pada pasal 3 dan 4 yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar
(Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara) maka dibuatlah indikator
implementasi yang menjadi ukuran kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pandangan George C. Edward Il (dalam Agustino 2008: 149-154)
indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dalam penelitian
ini yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk
Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang dikategorikan ke dalam kelompok yaitu :

Pertama Komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi
kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan
memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi Transmisi (penyaluran komunikasi),
kejelasan komunikasi, dan konsistensi perintah. Dimensi transmisi yaitu menghendaki agar
kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga
disampaiakan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan komunikasi berarti
menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan
dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi
maksud,tujuan dari kebijakan. Dimensi konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam
pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu Sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka impelmentasi
kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya meliputi Staff, informasi,
wewenang dan fasilitas Dimensi sumber daya staff berarti, efektifitas pelaksanaan kebijakan
sangat tergantung kepada sumber daya manusia (staff) yang bertanggung jawab
melaksanakan kebijakan. Dimensi sumber daya informasi yaitu Implementor harus
mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat diberi perintah. Dimensi wewenang,
kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin bahwa kebijaksanaan akan



dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimensi fasiltas merupakan sarana yang digunakan
untuk mengoptimalkan implementasi suatu kebijakan.

Ketiga yaitu Disposisi : merupakan karakteristik yang menempel erat kepada
pelaksana. Disposisi terdiri dari pengaturan birokrasi dan insentif. Dimensi pengangkatan
birokrasi merupakan pengangkatan dan pemelihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif
merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana
kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat yaitu Struktur Birokrasi : struktur organisasi yang bertugas mengimplemen
tasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operating Procedurs(SOP),
yang akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP
diantara organisasi satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan
suatu kebijakan. Dimensi fragmentasi merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah
atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi
organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Variabel Komunikasi Implementasi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tentang pengelolaan pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan aspek
koumnikasi yang akan menunjang pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Segala keputusan
maupun kebijakan tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang pengalolaan pasar Induk
Amuntai ini harus dikomunikasikan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini
dilakukan agar implementasi kebijakan publik bisa berjalan secara efektif dan efesien.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpukan bahwa penyaluran
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop melalui UPT pasar masih belum efektif
dikarenakan sosialisasi yang masih minim dilakukan, dan hal itu harus ditingkatkan lagi agar
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013 terimplementasi
dengan baik kepada seluruh masyarakat khususnya para pedangan pasar induk Amuntai.

Variabel Sumber Daya Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam
mengimplementasikan kebijakan khususnya dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai
Utara), Sumber daya dalam hal ini peneliti menanyakan masalah yang mengacu pada, staff
,informasi wewenang dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
agar di kebijakan publik tersebut dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara
dan observasi dilapangan peneliti dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sumber daya
masih belum maksimal dalam beberapa hal seperti tidak adanya pegawai atau staf PPNS yang
mana menurut saya ini adalah hal yang sangat penting untuk menindak para pedagang yang
melanggar peraturan, karena dilihat langsung dilapangan masih marak pedagan kali lima
yang berjualan ditempat yang tidak seharusnya, oleh pihak dinas terkait sudah dilakukan
peringatan tetapi hanya sekedar itu saja kerena tidak adanya PPNS untuk menindak lanjuti
hasil peringatan dari pihak terkait.

Variabel Disposisi Kecenderungan prilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting
untuk mewujudkan implementasi kebijkan khususnya dalam penelitian ini yaitu tentang
pengelolaan pasar Induk Amuntai yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan
tersebut. Sikap pelaksana kebijakan yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya
kejujuran dan komitmen yang tinggi untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan
dalam melaksanakan tugas wewenang fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana kebijakan akan samgat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan apabila implementor memiliki sikap yang baik maka akan dapat
menjalankan kebijkan yang baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijkan dan
sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan sudah berjalan



dengan efektif baik dari pihak Dinas UPT Pasar dan Dinas Satpol PP dalam hal kerjasama
dibidang penertiban pedagang yang melanggar aturan khususnya di lokasi Pasar induk
Amuntai.

Variable Struktur Birokrasi Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah
struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau
para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang scharusnya dilakukan, dan mempunyai
keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat
dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan
sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah
diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik,
menurut Edward I1l, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah
yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan
Fragmentasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa
indikator struktur birokrasi pada kantor dinas terkait sudah berjalan dengan baik, adapun
dinas UPT Pasar dan Dinas Satpol PP saling berkerjasama untuk melakukan peringatan dan
penertiban kepada para pedagang yang melanggar. Dari segi observasi peneliti memang
kedua dinas tersebut pernah berkerjasama untuk melakukan penertiban, tetapi hanya dalam
beberapa kesempatan saja contohnya seperti akan di adakan lomba kebersihan ataupun
penilaian piala Adipura, biasanya mereka akan langsung turun kelapangan untuk menertibkan
para PKL yang berjualan di halaman pasar induk. Namun setelah selesainya penilaian maka
selesai juga tugas mereka karena setelah itu tidak ada lagi pemberian peringatan ataupun
penertiban yang dilakukan.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Kurangnya Sosialisasi Kepada Para Pedagang

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan terkait dengan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten
Hulu Sungai Utara). Dengan komunikasi yang lancar maka implementasi kebijakan akan
lebih mudah dilakukakan, tetapi hal ini masih belum bisa dilakukan dengan baik oleh pihak
pengelola pasar, saat ini mereka hanya melakukan sosialisasi dengan cara pemasangan
Baliho mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013 yang
isi dari baliho tersebut berbunyi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17
tahun 2013 yang pada Pasal 18 berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang menyewa
toko, kios, los lapak bertenda dan tempat MCK, ruang /lahan DILARANG MENGALIHKAN
KEPADA PIHAK LAIN. Pasal 21 ayat (2) berbunyi : Setiap orang atau badan yang
menggunakan tempat berjualan di Pasar Daerah DILARANG : Menggunakan tempat
berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar, mengotori
tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar, mempergunakan tempat berjualan dalam
pasar tidak sesuai dengan peruntukanya, membangun toko,kios,dan los serta lapak/tenda
ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya. Sedangkan
masyarakat khususnya pedangang ingin pengelola pasar lebih sering untuk terjun langsung
kelapangan sehingga mereka dapat secara langsung berkomunikasi dengan para pengelola
pasar terkait hal-hal yang menyangkut tentang peraturan dan kebijakan yang dijalankan
pemerintah, kalau cuma sekedar pemasangan baliho tanpa adanya penjelasan dan sosialisasi
maka hasilnya tidak akan efektif, tidak semua pedagang mempunyai waktu untuk membaca
dan memahami isi peraturan tersebut oleh sebab itu masyarakat khususnya para pedangan
ingin pemerintah melakukan sosialisasi langsung ke pasar. Hasil ini tentu tidak sesuai dengan



teori implementasi George Edward Ill, Menurut Edwards, implemantasi diartikan sebagai
tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan
kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output,
outcome). Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor kritis yang
memengaruhi  keberhasilan atau kegagalan implementasi, salah satu nya adalah
faktor/variable komunikasi. Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk
menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan
dalam proses kebijakan publik ini salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah.
Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi
juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi,
sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat
diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam
mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan
dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk.

Fasilitas Yang Masih Minim Seperti Tidak Adanya Sarana Pemadam Kebakaran,
Tidak Adanya Jalur Evakuasi dan Sering Terjadi Banjir

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa fasilitas yang ada dipasar
Induk amuntai seperti alat pemadam kebakaran itu sudah ada tetapi hanya kotaknya saja tidak
ada isinya, mungkin isinya sudah lama hilang, selanjutnya untuk jalur evakuasi juga belum
tersedia dan terakhir ketika hujan turun pasar induk akan menjadi seperti sungai kecil, ini
disebabkan oleh got atau pembuangan air tertutup oleh sampah yang dihasilkan oleh para
pembeli dan pedagang khususnya pedagang kali lima yang membuka lapak diatas jalur
pembuangan air ditambah lagi atap pasar yang sebagian rusak menyebabkan air langsung
masuk ke dalam pasar induk Amuntai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara untuk
fasilitas yang ada di pasar induk Amuntai masih banyak yang harus dikerjakan atau dibenahi
dinas terkait, karena hal ini dapat membuat pembeli dan pedagang merasa tidak aman dan
nyaman ketika melakukan jual beli.

Kurangnya Kesadaran Pedagang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 17 tahun 2013

Kesadaran masyarakat sangat penting agar pelaksanaan suata Peraturan Daerah bisa
berjalan dan terlaksana dengan baik. Begitupula yang seharusnya terjadi pada masyarakat
khususnya pedagang pasar induk Amuntai.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa masih ada sebagian pedagang
yang belum mentaati peraturan tersebut dikarenakan masih minimnya informasi yang
diberikan oleh pihak dinas terkait sehingga menyebabkan pedagang kurang mengetahui
mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
sebagian pedagang yang kurang mengetahui mengenai Peraturan Nomor 17 Tahun 2013
dikarenakan masih minimnya informasi yang didapatkan, meskipun sudah dilakukan
pemasangan baliho di beberapa tempat.

TEMUAN PENTING

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti memperoleh beberapa temuan
penting seperti komunikasi antara dinas terkait dengan pedagang pasar induk Amuntai belum
sepenuhnya terjalin, terdapat perbedaan persepsi antara peneliti dengan Kepala UPT Pasar
tentang Peraturan Daerah No 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada BAB 1 Pasal 1
Ayat 14. Komunikasi antar dinas terkait dengan pedagang pasar induk Amuntai boleh
dikatakan sangat minim terjadi, adapun interaksi atau sosialisasi yang pernah terjadi adalah
ketika para pedagang ingin mengurus surat, keperluan atau pelaporan terkait pasar induk
Amunta, hal ini terjadi dikarenakan para pegawai dinas terkait sangat jarang turun



kelapangan untuk mencek keadaan pasar atau fasilitas pasar, hal ini juga yang menyebabkan
interaksi atau komunikasi para pedagang dengan dinas terkait mejadi minim. Diantara temuan
lain nya para pedagang PKL banyak mendirikan lapak ditempat yang tidak seharusnya seperti
diatas jalur pembuangan air, di halaman pasar dan ditempat sempit seperti lorong jalanan
yang mana menyebabkan ruang pasar mennjadi sempit dan kurang nyaman bagi para
pembeli, hal ini disebabkan oleh para pedagang tidak mau pindah kedalam kios atau toko
yang sudah disediakan oleh pemerintah di karenakan retribusi yang menurut mereka mahal,
belum lagi retribusi keamanan dan membayar “sewa” kepada penyewa lapak yang resmi dan
ini memberatkan para pedagang yang ingin pindah kedalam pasar, hal ini juga yang
menyebabkan beberapa kios menjadi kosong atau tidak digunakan lagi oleh si penyewa yang
resmi itu tadi. Sementara langkah yang diambil dari dinas terkait hanya sekedar memberi
peringatan kepada para penyewa yang menelantarkan Kkios mereka, peringatan ini pun
dilayangkan apabila mereka tidak membayar distribusi pasar, apabila mereka masih
membayar maka kemungkinan besar mereka tidak akan dikenakan peringatan, sama hal nya
dengan para pedagang kaki lima, mereka dikenakan membayar retibusi sebanyak Rp. 1000,-
sampai Rp. 2.000,- tergantung lebar lapak mereka. Pada BAB 1 Pasal 1 ayat 14 disebutkan
bahwa “Halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk
menunjang kegiatan berdagang” ayat ini lah yang menimbulkan perbedaan persepsi antara
peneliti dan Kepala UPT Pasar atau dinas terkait. Dikaitkan dengan toeri yang digunakan
yaitu teori George Edwards, maka komunikasi yang terdapat pada dinas terkait masih sangat
lemah. Menurut Edwards Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk
menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan
dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah
implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan
komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi
pada saat formulasi.

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan
atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan
dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan
publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak
terkait dapat terbentuk.

Agustino (2006: 157) mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan pun
harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar
para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik
tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari
program, keproyek dan kekegiatan.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan atau didindetifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Impementasi merupakan
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan
mendpatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai

Kabupaten Hulu Sungai Utara) dapat disimpulkan masih lemah dibeberapa sektor



seperti sektor komunikasi dan sumber daya, hal ini bisa dilihat dari keempat
variabel yang telah disebutkan oleh George Edwards Ill, yaitu Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi, dan
terdapat dua variabel yang masih lemah yaitu variabel Komunikasi dan Sumber
daya. Pada variabel Komunikasi, penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh
pihak Dinas UPT Pasar masih lemah disebabkan sosialiasi yang sangat minim
bahkan dalam 2 tahun terkahir pihak dinas hanya melakukan 2 kali sosialisasi
yang pertama sosialisasi tentang pembayaran retribusi yang sudah beralih via
mobile banking atau langsung melakukan pembayaran ke bank langsung, dan
yang kedua hanya sekedar melakukan pemasangan baliho, dari hasil observasi dan
wawancara untuk sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar masih belum pernah
dilakukan oleh pihak dinas terkait sehingga banyak dari pedagang dan masyrakat
yang masih belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut dan ini
menyababkan miss communication antara pedagang dan dinas terkait, selanjutnya
jam kerja yang masih belum konsisten dari pihak terkait dilihat dari hasil
observasi peneliti ketika mendatangi kantor dinas terkait. Pada variabel Sumber
daya juga masih lemah dikarenakan masih belum ada staf yang menjabat sebagai
PPNS yang mana tugas dari PPNS ini sangat penting bagi implementasi peraturan
daerah ini, PPNS mempunyai tugas untuk menyelidiki temuan-temuan yang
diberikan oleh masyarakat maupun dari dinas terkait, karena masih belum ada nya
PPNS ini maka dinas terkait masih belum bisa memberikan “eksekusi” bagi para
pelanggar peraturan daerah no 17 tahun 2013 ini meskipun mereka sudah
melakukan kerjasama dengan pihak Satpoll PP tapi kerjasama itu hanya terlaksana
ketika ada penilaian kerbersihan dan perlombaan saja seperti piala Adipura.
Selajutnya untuk fasilitas pasar juga masih lemah karena masih banyak terdapat
atap-atap yang berlobang, saluran air yang tersumbat akibat sampah sehingga itu
semua menyebabkan banjir di dalam pasar induk Amuntai ketika hujan deras
turun, dan juga terdapat beberapa temuan penting seperti yang sudah dijelaskan di
BAB sebelumnya.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi
Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara) yaitu : Pertama
kurangnya sosialisasi kepada para pedagang yang menyababkab ketidaktahuan
masyarakat dan pedagang sehingga terjadi miss communication. Kedua fasilitas
yang masih minim seperti tidak adanya sarana pemadam kebakaran, tidak adanya
jalur evakuasi dan sering terjadi banjir apabila hujan deras turun. Ketiga
Kurangnya Kesadaran Pedagang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013.
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